
jdih.batubarakab.go.id

BUPATI BATU BARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 142 TAHUN 2022

TENTANG BESARAN HONORARIUM FORUM KOORDINASI

PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif

Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati

Batu Bara Nomor 142 Tahun 2022 tentang Besaran

Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 perlu

diubah;

SALINAN
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas

Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 142 Tahun 2022

tentang Besaran Honorarium Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran

2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif

Pemotongan dan Pengenaan Pajak Pengahasilan Pasal 21

Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5174);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum

Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010

tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan

Pensiunannya atas Penghasilan Yang Menjadi Beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 691);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2021

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 142 TAHUN 2022 TENTANG BESARAN

HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 142 Tahun

2022 tentang Besaran Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 (Berita

Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 Nomor 142) diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan

ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,

kepada personel Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

diberikan honorarium yang ditetapkan dengan keputusan

Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan

Daerah.

(2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan nilai tertinggi, untuk per orang per bulan,

sebagai berikut :

a. Ketua :

- Bupati Batu Bara : Rp. 7.500.000,00
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b. Anggota :

1. Wakil Bupati Batu Bara : Rp. 5.000.000,00

2. Ketua DPRD Kab. Batu Bara : Rp. 5.000.000,00

3. Kapolres Batu Bara : Rp. 5.000.000,00

4. Dandim 0208 Asahan : Rp. 5.000.000,00

5. Kajari Batu Bara : Rp. 5.000.000,00

6. Ketua Pengadilan Negeri

Kisaran : Rp. 5.000.000,00

(2a)Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar

15 % (lima belas persen) dari jumlah honorarium yang

dipotong oleh Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibayarkan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2023.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh

pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI BATU BARA,
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TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh

pada tanggal 10 Januari 2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, S.H

NIP. 19840919 201101 1 009


